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Abstract
ncim-offender mediation (VOM is one ofthe penal mediation models used to settle
lhe criminal cases. The origin ofncfim-ofender medialionwas influenced by ttibal
mools model, unejisiehcy ofc minaljuslice systetu, ahd restorativejustice principles.
I4ctim-offender hediatiok (VO M is aherhatiye dispute resolution with crimin.rl cas e
special, to see through criminal case between victitk and crimnal actor nctim-offender
mediation tries to place offender and victim as a part of ctinihal justice system.
Generally, l4ctim-offender mediation is dealing vith the propet/ty olfences, libel,
offences against race, religion, and sexual hatasmenl. ncfim-olfe da mediatiok
also intofues four fases ofmediation, in take, confrontalion, medialion its ser and
oubwrd. As the mediation model, Victim-offender mediation has lhe v,eaknesses
and strenghs for olfender victim and society.
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I. PENDAHULUAN perubahan mendasar mengenai konflik antara
korban dan pelaku dan huburigan antara
Hiogga saat ini proses penyelesaian keduanya. Dengan kata lain, mediasi yang
perkarapidana di Indonesiamasih didominasi selama ini dikenal di dalam pelkara perdata
oleh kehadiran pengadilan egara dengan juga sudah balyak digulakan sebagai
seperangkat hukum dan aparatnya. Hampir altematifatau model penyelesaian perkara
dapatdipastikanbahwap€nyelesaianperkara pidana.
pidana di luax pengadilan dianggap sebagai hal
yang tabu bahkan "diharamkan"
Salah sahr model mediasi yang digunakan
di banyak negara sebagai altcrnatif
peneraparmya. Hanya perkara perdata yang penyelesaian perkara pidana Qtenal
dapat diselesaikan di luar pengadilao baik mediation) adalah Victim Offender
melalui mediasi, rekonsiliasi maupun bentuk Mediatiok (VoM).Sedangkan di Indonesia
lain altematifpenyelesaian sengketa di luar model VOM ini masih belum digunakan,
pengadilan. Padahal, proses penyelesaian katena memang penyelcsaian perkara pidana
perkara pidana di luarpengadilan memiliki masih mengharuskan kchadiran dan peran
justifikasi t$ritis yang kuat. pengadilan untuk berpartisipasi di dalamnya.
Hal ini terbukti dengan munculnya kajian Dalam hubungan i i, uraian mengenaimediasi
akademik yang kemudian melahirkan penal, konsep VOM, kelahiran, prinsip kerj4
model-model penyelesaian perkara pidana kelebihan dan kelemahannya penting
dengan seperangkat priisip kerjanya. Proses dikemukakan sebagai bahan masukan agar
penyelesaian perkara pidana di luar bangunanhukumpidanalndonesiatidakkaku
pengadilan temyata juga mendatangkan darpositivistik.
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II PEMBAHASAN
Mediasi Penal dan Prinsip Kerjallya
Secara sederhana mediasi diartikan
sebagai kegiatan menjembatani antara dua
pihak yang bersengketa guna menghasilkan
kesepdratan (agreemerl) (Martin H. Manser,
19951259). Dalam Kamus Besar Bahasa
Tndonesia kata 'mediasi diberi ani sebagai
proses pengikutsertakan pihak ketiga dalam
penyelesaian suatu perselisihan sebagai
penasihat (Tim Penyusul Kamus Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
1988:569).
Pengertian mediasi menurut kamus
mengandung tiga unsur penting, yaitu:
Pertama, mediasr merupakan proses
penyelesaian perselisihan atau sengketa yang
terj adi antara dua pih ak atalu lcblh; Kedua,
pihak yang terlibat dalam penyelesaian
sengkeu adalah piluk-pilrak yang berasal dari
luar pihak yang bersengketa. Ket iBa, pihak
yang terlibat dalam penyelesaian sengketa
teNebut befiindak sebagai penasihat dan tidak
memiliki kewenangan apa-apa dalam
pengambilan keputusan (Syahrizal Abbas,
2009t3).
Stuart M. Widman mendefinisikan
mediasi sebagai a process in which a
mediator facilitates communication and
hegotiation betweek parties lo assisl them
in reaching a volunlary agreemenl
rcgarding lheir dispule, suatu proses di mana
seorang mediator mcmfasilitasi terjadinya
komunikasi dan negosiasi antara para pihak
agar tercapai kesepakatan mengenai sengketa
yang mereka hadapi (Stuart M. Widman,
2006: 161). Sedangkan carry coopaster
(1993:201) menganikan definisi mediasi
sebagai proses negosiasi pemecahan masalah
di mana pihak luar yang tidak memihak
(imp ar t i a l) b eke\asuna dengan pihak-pihak
yang bersengkcta untuk membantu mereka
memperoleh kesepakatan perjanjian yang
memuaskan.
Pengertian mediasi yang dikemukakan
ol€h Garry Goopastcr tidak hanya dalam
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pengertian mediasi secara bahasa, tapi juga
menggambarkan proses kegiatan mediasi,
kedudukan dan peran pihak ketiga" serta tujuan
d i lakukannya sua lu  med ias i .  Ia  juga
menjelaskan bahwa mediasi adalah proses
negosiasi, di mana pihak ketiga melakukan
dialog dengan pihak yang bersengketa dan
mencoba mercari kemrmgkinan penyelesaEn
sengketa tersebut.
Keberadaaa pihak ketiga dihrjukan untuk
membanru pihak yang bersengketa mencari
jalan pernecahannya. sehingga menuju
perjanjian atau kesepakatau yang mernuaskan
kedua belah pihak (Syahrizal Abbas, 2009:5-
6). Kata mediasi berasal dari Bahasa Inggris
" Medialion" yang artinya penyelesalan
sengketa )'ang melibad<an pihakketiga sebagai
penengah atau penyelesai sengketa secam
menengahi, yang menengahinya sccara
mediator atau orang yang menjadi penengah
(Rahmadi Usman, 2003:23). Menurut Joni
Emirzon (2001:46), bahwa unsur-unsur
mediasi adalah:
l. Penyelesaiansengketa sukarela;
2. lntewensi atau bantuan;
3. Pihak ketiga tidak berpihak;
4. Pengambilan keputusan oleh para pihak
secan konsensus;
5. Partisipasi aktif
Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No.30
Tahun 1999 tertangArbitrase dan Altematif
Penyelesaian Sengketa, mengatur bahwa
mediasi merupakan sllatu proses kegiatan
sebagai kelanjutan dari gagalnya negosrasr
yang dilalekan oleh para pihak menurut
ketentuan Pasal 6 ayat (2). Menurut rumusan
Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No.30
Tahun 1999 tersebut dikatakan bahwa atas
kesepakatan tertulis para pihak yang
benengketa tau beda pendapat diselesaikan
melalui bantuan seocang atau lebih penasihat
ahli maupun seorang mediator. Dalam
PERMA No. 2 tahrm 2003 tertang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, dalamPasal I angka
6) disebutkan bahwa mediasi adalah
penyelesaian melalui proses perundingan pam
pihak dengan dibanhr oleh mediator
I Jahuari 2011
Pasal I angka 5) PerMa menyebutkan
pengertian mediaror adalah pihak yang benifat
netral dan ridak memihak. yang berfungsi
membartu para pihak dalam mencari berbagai
kemmgkiDan penyelesaian sengketa. Pasal 5
PerMA tersebut menyebutkan bahwa
diakuinya proses penyelesaian sengketa di luar
pengadilan melalui mediasi hanya terbatas
pada perkara perdata, tidak sampai pada
perkara pidana. Walaupun praktik mediasi
s€benamya tidak hanya dalam hukun perdata"
tapi juga hukum pidana, hukum keluarga,
hukum administrasi negara, hukum
kelenagakedaan. dan bidang hukum yang lain
(RosannaLanger 1998:169). Berdasarkan
uraian di atas dapat disimpulkan bahwa
mediasi adalah proses penyelesaian sengketa
di luar pengadilan melalui perundingan yang
melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral
dan tidak memihak kepada pihak-pihak yang
bersengketa serta diterima kehadirannya oleh
pihak-pihak yang bersengketa.
Menurut Gary Goodpaster sebagaimana
telah dikutip Rachmadi Usman (2003: 103-
104) menyatakan bahwa mediasi akan
berfungsi dengan baikjika sesuai dengan
beberapa syarat sebagai berikut:
1. Para pihak mempunyai kekuatan tawar
menawar yang sebanding;
2. Para pihak menaruh perhatian terhadap
hubungan dimasa depan;
3. Terhadap banyak persoalan yang
memungkinkan terjadinya perhtkarau;
4. Terdapat urgellsi atau batas untuk
penyelesaian;
5. Para pihak tidak memiliki musuh yang
berlangsturg lama dan mendalam;
6. Apabila para pihak mempunyai pendukmg
dan pengikut, mcreka tidak mcmiliki
pengharapan yang banyak, tetapi dapat
dikcndalika4
7. Mcnetapkan presiden atau
mempertahankan sesuatu hak tidak lebih
penting dibandingkan menyelesaikan
persoalan yang rnendesak;
8. Jika para pihak berada dalam proses
litigasi, kE entingan- kepentiryan pelaku
lain, seperti para pelgacara dan penjamin
tidak akan diperlukan lebih baik
dibandingkan dorgan mediasi.
Proses penyelesaian sengketa di luar
pengadilan melalui mediasi dalam hukum
perdata berbeda dengan proses penyelesann
sengkea di luar pengad ilan melalui mediasi
dalam hukum pidana yaitu be*aitan dengan
apa yang dipertaruhkad dipermasalahkan,
siapa yang terlibat dan siapa yang rnenjadi
mediator.
Dalam hukum perdata mediasi biasanya
berkaitan dengan masalah uang, sedangkan
dalam hukum pidana yang dipermasalahkan
lebih banyak pada kebebasan dan kehidupan
seseorang. Mengenai siapa yang terlibat dalam
mediasi, dalam hukum perdata biasanya para
pihak yang secam langsung bersengketa atau
pihak kedua yang berkepentingan. Sedangkan
dalam hukum pidana pam piiak yang terlibat
lebih kompleks tidak hanya pelaku dan
ko$an, tapi jugajaka penuntut urnun, sefia
masyarakat luas.
Mediatordalarnhukumperdata ur[rnnya
adalah orang-omng yang sudah mendapatkan
pelatihan unh* itu, sedangkan dalam hukum
pidanq mediatorumurmya dalah akim atau
orang lain yang tidak memiliki pengalaman,
pelatiharl bahkan pemaharn nyata mengenai
praktik mediasi (Maureen E, Lafl in,
2004:5'13).
Dalam hukum pidana mediasi beralti
proses penyelesaian perkara pidana dengan
mempertemukan pelaku kejahatan dan ko6an
untuk mencapai kesepakatan bersama
berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan
pelakudan restitusi yang diberikan kepada
korban (Mark William Bakkcr, 2007:6a./.
Pertemuan itu diperantarai oleh seorang
medialor atau lebih baik yang berasal dari
penegak hukum, pemerintah, orang yang
bergerak di bidang lembaga swadaya
masyarakat, maupun tokoh masyarakat (Mark
William Balker. 2007:485).
Dipertemukannya pelaku dan korban
kejahatan secara langsung mengubah cara
pandang huLum pidana yang selama ini dikcnal
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statis di dalarn menyclesaikan sengketa dengan
proses dan prosedur yang tetap (Jack B.
WeinsteirL 1 996:292) ke arah hukum pidana
]ang hururdstis, karena di dalam mediasi penal
fokus utamanya bukan pada pembalasan
terhadap tindakan pelaku, tapi pada upaya
penyembuhan dan perdamaian. Pertemuan
antara pelaku dan korban bertujuan untuk
memperbaiki kerusakan atau kerugian, baik
yang dialami korban, lingkungan maupun
masya.akat luas (Mary Ellen Reimund,
2003:22).
Dewasa ini penggunaan mediasi dalam
sistem peradilan pidana tumbuh dan
berkombang sangat pesat. Tidak sedikit pam
al i hukum pidana yang menyerukan perlunya
diadakan program-program yang bertujuan
mempertemukan korban dan pelaku sehingga
masalah yang mereka hadapi dapat
diselcsaikan dengan baik dan situasi kembali
berjalan dengan normal (Mark William
Bakker, 2007:1480).
Seruan tersebut didasari oleh realitas
bahwa sistem peradilan pidana yang
diterapkan dowasa ini terlalu positivistik dan
hanya bertujuan untuk memberikan balasan
yang setimpal kepada pelaku kej ahatan atas
perbuatan yatrg dilakukan, sehingga muncul
ketidakpuasan dan ketidakadilan. Penenhlan
dilarangnya suatu perbuatan dan penjatuhan
pidana dianggap sebagai monopoli negara
(Mark William Bakker, 2007; 1480), dan oleh
karenanya, korban tidak dapat menuntut agar
pelaku dijatuhi pidana seslai kehendaknya dan
diminta bertanggungiawab tas kerugian yang
diderita-
Selain itu, pemdilan pidana sesungguhnya
bukan merupakan institusi yang paling baik di
dalam menyelesaikan konflik antara korban
dan pelaku. Hal demikian disebabkan oleh
suatu konsepsi bahwa peradilan temyata
memiliki standar keadilan tersendiri terkait
dengan pelaL:u kejahatan yang sama sekali
tidak memperhatikan keinginan-keinginan
korban (Ad ina  Lev ine ,  2004:11Er .
Penyelesaian konflik juga akan merusak
hubungan kekeluargaan antara korban dan
pelaku. Hubungan yang awalnya damai,
tentiam, hannonis dan bosifat kekeluargaan
hancu dedgan kehadiran sistem peradilal
pidana (Jack B. Weinsteir\ 19961294).
Atas dasar beberapa kelemahan sistem
peradilan pidana teNebut, mereka kemudian
mengusulkan agarproses petryelesaian konfl ik
tidak hanya berada di tangan pemdilan pidana
lapi dengan mengefekrilkan eksistensi medjasi
penal Qtenal mediatioz), karena memiliki
kelebihan yang tidak ditemukan dalam sistern
peradilan pidana, yaitu:
Pertama. rnediasi penal akan mengurangi
perasaan balas dendam korban,lebih fleksibel
karena tidak harus mengikuti prosedur dan
proses ebagaimana d lam sistem peradilan
pi<tana, dan lebih sedikit menghabiskan biaya,
sefta prosesnya lebih ccpat dibandingkan
dengan proses litigasi (proses penyelesaian
perkara di pengadilan) (Mark William Bakker,
2007:1480).
i(edaa, beban sistem peradilan pidana
karena menumpulcnya perkara dan proses
penyelesaianya memakan waktu yang tidak
sedikit banyak dapat dikurangi dcngan
kehadiran mediasi antara pelaku dan korban
(Laxysa Sirnrns, 2007:80 I ).
i<etEa, mediasi memberilan kesempatan
kepada korban bertemu dengan pelaku untuk
membahas kejahatan yang telah merugikan
kehidupanny4 mengungkapkan p€fiatian dan
perasaannya serta meminta adanya rcstitusi
O4ary Ellen Reimund 2005:404).
Ke e m p a t, mediasi menciptakan kembali
hubungan yang harmonis antara korban dan
pelaku. Kondisi ini tidak ditemukan di dalam
penyelesaian konf lik melalui sislem peradilan
pidana. Pemberian maaf korban kepada
pelaku akan mengurangi rasa benalah pelaku
dan menciptakan rekonsiliasi antara keduanya
(Jennifer Gerarda B.own, 1994:.12'17).
Secara teoritis paling tidak tedapat
empat ide dan prinsip kerja mediasi penal.
P e r t a n a, tujuan diada,kafiya mediasi antara
korban dan pelaku adalah untuk
menyelesaikan konflik yang terjadi di antara
keduanya.
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Konflik ini dalam sistem peradilan pidala
dibiarkanbedarut-larut darberlanjut sehingga
tidakj arang korban mengadakan mekanisme
pembalasan sendiri kepada pelaku karena
merasa tidak puas dengan keputusan sistem
peradilan pidana. Kedud, mediasi penal
berorientasi pada proses. Artinya, yang perlu
diperhatikan adalah adanya kemauan dart
korban dan pelaku untuk mcnyelesaikan
konflik yang mereka hadapi.
Ketiga, m€diasi biasanya dilaksankan
secara infolmal, tidak seperti proses peradilan
pidana dengan prosedur dan prosesnya yang
bersifat formal. kaku. dan sentralistik.
Keemp at, fiediasr perblmenghendaki adanya
partisipasi aktifdan otonom dari korbao dan
pelaku kejahatan. Tanpa hal itu, akan dirasa
sulit lmtuk menyelcsaikan konllikyng meltka
ha&pi @ardaNawawituief, bahan Prcgnm
Doktor Ilrnu Hukum LNDIP.2,|1 122\.
Melgenal Wctim Ollender Mediation
Vi c t i m - offe h d e r m e d i a t i o n (Y OM)
merupakan salah saru model yang lazim
dikenal dalam penyelesaian perkara pidana
berdasarkan mediasi. Selain VOM terdapat
model-model mediasi penal lain, yaitu
ttdditional village or tribal moots, informal
mediatiofi, repdration negotiation
prugrams, communily panels or courts, dur
family and community gloup conferences
@arda Nawawi Arie{ bahan hogmm Doklor
Ilmu Hukum UNDIP, 2007:22). Model-
model teNebut merupakan kerangka cuan di
dalam meryelesaikan sengketa pidana pilihan
model tentu berpengaruh terhadap hasil
mediasi yang dicapai dan dipenganrhi oleh
fakor budaya, politik dan lain sebagainya.
Kcmunculan model VOM ini selain
karena dipengaruhi oleh tribal moots, j.uga
disebabkan tidak efisiennya sistem peradilan
pidana yang lebih menekankan padaaspek
pembalasan semata. Masyamkat idak puas
dengan mekanisme kerja sistem peradilan
pidana yang hanya menekankan pada
pemidanaan dan pernbalasan Qlyssa Welliko$
2004:2).
Penjatuhan pidana kepada pelaku jamrg
sekali yang memenuhi kebutuhan atau
k€inginan korba[. Dalam bahasa yang
betbeda, inflicting punishnent cannot
reslore ... the victins losses, relieve their
fears, help thetu ftake se se of their
tuagedy or heal their wo,nds (Russell E.
Faxbiarz, 2008:361),
Selain itu, priniip-prinsip dasar keadilan
r€stomtifyangmernfokuskanpada kebuuban-
kebutuhan korban dan menyediakan suatu
foruln di maoa partisipasi korban merupakan
hal yang esensial bagi tercapainya keadilan,
memberikan pengaruh terhadap kemrmculan
n\odel victim-ofender mediat ion (YOM)
(Ilyssa Wellikofl 20M:4).
Keadilan restoratif bertolak dari tiga
tJ.irua!', yaitui Perlamq, keadilan restoratif
memfokuskan diri pada kete ibatankorban
<ialam pelyelesaian sengket4 dan memastikan
bahwa korban kejahatan mendapatkan
keadilan yang bersifat persooal da!
memuaskan. Dengan ketgrlibatan mereka,
korban memiliki k€sempatan untuk
berhadapan langsung dengan pelaku,
mengekspresikan kemanbao dan rasa ftistasi
mereka, sena menjelaskan akibat langsrmg
dari tindakan pelaku terhadap kehidupan
mereka.
Kedua, keadilan restoratif metrgakui
bahwa tindakan pelaku berpenganrh secara
langsung kepada masyarakat sehingga
keterlibatan mereka dalam proses
penyelesaian sengketa sangct penting,
Pemberdayaan masyarakat dalam proses
peradilan pidana merupakan hal yang penting
agar merekajuga memikirkan problem yang
ditumbulkan pelaku. Di samping itu,
masyarakat secara berkesinambungan
mendapatkan pengalaman yang berarti
mcngcnai keadilan dan dapat mengurangi
tingkat kejahatan dalam bentuk pcmyataan
bahwa tindakan pelaku telah menyakiti orang
lain Dengan demikiarq partisipasi nmsyamkat
dalam proses tersebut akan mengintegmsikan
pelaku dan korban ke dalam sistem yang lelah
dibangun (Russell E. Farbiarz, 2008:363).
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r(eriga, keadilan rcstoratif sama sekali
tidak mengabaikan keberadaatr pelaku. tetapi
berusaha gar pelaku bertanggungtawab tas
kejahatan yang dilakukan. Keadilan resioratif
mendorong pe laku  un  luk  mcngaku i
kesalahannya serta mau bertanggungiawab
baik kepada korban maupun kepada
masyarakar. Dengan pemikiran sepeni ini.
maka keadilan restoratif sesunggulnya tidak
rictim-centered, tapi juga memperhatikan
pelaku dan masyamkat (Russell E. Farbiarz,
2008:363 ).
Secam historis, diperkenalkannya model
VOMyangdipengaruhi olehkeadilanrEstomtif
terjadi pada lrilm 1974 dj Kitchencr. Ontario.
Kanada. Padawaktu itu, dua orang pemuda
melakukan kejahatan harta benda yang
mengakibatkan timbulnya korban yang
be{ umlah dua puluh dua orang dan kcrugian
mencapai 2.200 dolar Seorang pekerja sosial
atau pcjabat pengawas Qtrobation oljicer)
mengusulkan kepada hakim agar pelak-u
dijatutti hukuman berupa menemui korban dan
membahas kerugian yang ditimbulkannya.
Temyata usul itu diterima oleh hakim. Para
korban kemudian dihubungi dan dipertemukan
dengan pelaku.
Dalam pefiemuan itu atrhimya disepakati
bahwa pelahr akan mengganti s€mua kerugian
yang dialami korban. Kesepakatan t€rsebut
temyata dilakanakan semuanya oleh p€laku
dan dijadikan sebagai dasar kepuhrsan hakim.
Atas keberhasilan itu, di Kitchener
dikembangkan program rekonsiliasi korban-
pelaku kejahatan (victim-offender
rcconsilialion program) (Sheila D. Porter dan
David B. Ells, 1994:2523). Keberhasilan
proses penyelesaian perkara pidana melalui
mediasi, kemudian mengilatrri ditcmpkaonya
mediasi sebagai salah satu penyelesaian
sengketa ltematifdi beberapa negara. Saat
ini terdapat 125 program mediasi pelaku-
ko$an yang beroperasi di 34 negara. Prognm
tersebutjuga eksG di Ausnalia- Bclgia. hggris.
Skotlandia, Perancis, Jerman, Firlandia,
Norwegi4 danAftika Selatan (Sheila D. Porter
dan David B. Ells. 1994:2521).
Fokus utama Victim-Offender
M e d i a t i o n adal.'h fielempatkan pelaku dan
korban kejahatan sebagai bagian dari sistem
peradilan pidana. Korban diberi hak unnrk
bertanya kepada pelaku mengapa dia menjadi
korban, tujuannya adalah agar pelaku
bertanggungiawab atas tindakannya (Ilyssa
Wellikofi20M:2).
Pelaku juga diminta beianggungjawab
atas tindakannya yang merugikan korban.
Selain inr, konflik antara keduanya dapat
diselesaikan dengan hasil yang sama-sama
diterima oleh kedua belah pihak. Semua itu
dapat terwujud jika permaafan dijadikan
s€bagai basis utam4 altiny4 di sau sisi pelaku
mengakui bahwa tindakannya yang mengikan
korban merupakan perbuatan yang salah,
meminta maaf kepada korban serta siap
bertangulgjawab atas semua kcrugian yang
dialami korban, sedangkan pada sisi yang lain,
korban menerima permintaan maaf pclal-u.
Pcrmaafan mcnsyaratkan adanya kemauan
seseomng rntuk menerirna hak orang lain untuk
memarahi, mendapalkan penilaian egatif dan
perilaku tidak berkenan yang disebabkan oleh
ketidakadilannya pada orang itu (Maureen E.
Laflin,2004:581).
nctim Offender Mediatio, umuonya
ditempkan pada tindak pidana seperti tindak
pidana barta benda tindak pidana penghinaaq
pelukaan ringan, penghinaan atas dasar ms,
agama, dan pelecehan seksual. Bahkan, saat
ini VOM cenderung diterapkan pada tindak
pidana yarg menimbulkan luka dan kerugian
yang besar pada korban (Alyssa H. Shenk,
2001:194-209).
Mod.el vic I in-offerdet medi ation di
dalamnya masil terdapat tiga model. Artiny4
VOM, sebagai salah sanr model pcnyelesaian
perkara pidana berdasarkan mediasi, temyata
memiliki tiga model yang berbeda, yainr rle
church-based model, community-based
models, dan system-based models, yag
peftma memiliki sukarclawan yang dijadikan
sebagai mediator dan dibangun berdasarkan
konstruksi berpikir Bibel, yain.r pemulihan,
rekonsiliasi dan pcmaafan.
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Dalam melaksanakan mediasi gereja
mendapat penyerahan perkala dari sistem
peradilan pidana. Sedangkan yatrg kedua
dijalankan oleh organisasi swadaya
masyalakat non-projit yang merekut dan
melatihmasyarakat sebagai mediato!, Mereka
juga mendapat penyerahan perkara dari sistem
peradilan pidana, Fokus utama model ini
adalah pada pemulihan kembali hubungan
kekeluargaan dan kedamaian masyarakat.
Adapun pelaksauaaan model yang ketiga
berada di dalam sistem peradilan pidana dan
kebanyakan berada di unit penuntuta4 unit
kenakalan remaja dan bagian pengawasan.
Tujuan utamanya adalah menenhlkan waldu
pembayaran restitusi oleh pelaku kepada
korban. Pe[yerahan perkara dibatasi hanya
pada klien yarlg ditangani langsung oleh unit
tersebut(Sheila D. Porter & David B. Ells,
1994t2252).
Terlepas dari tiga model yang terdapat
dalam VOM, secara umum tcrdapat empat
tahap atau fase dalam modelYOM. Penana
adalah lase masukan (ia ra,tc). Pada fase ini
mediator mempelajari koni ik dari para pihak
dan harus menentukan apakah pelanggaran
yang para pihak memang dapat diadakan
mediasi.
Mediator menyatakan bahwa konflik
tersebut idak dapat diselesaikan dengan
mediasi ketika korban ketakuran berbicara
langsung kqrada pelaku, merasa tenakiti j ika
be*ornwlikasi dengan pelaku dan pelakLr tidak
mau mengalori ketcrlibatannya dalam konflik
atau pcrbuatan tersebut. Mediator juga
memastikan kearnaoan fsik dan emosi ko$an
tetap tcrjaga, sehingga jika hal itu tidak
terpenuhi, maka mediator harus menolak
menyelesaikan konflik tersebut dengan mediasi
untuk mencegah terjadinya reviktimisasl
(Russell E. Farbiarz, 2008:366).
Kcd,a adalah fase peniapan konfiontasi
(cotfro n tat i o n). Konfu ontasi dilaksanakan
dengan bebeHpa cara, tergantung apakah
akan digunakan social work case
development model atar pure mediatiok
Model pertama mengakui bahwa banyak
orang yang dipersiapkan atas konfrontasi
korban pelaku dan mediator harus membantu
para pihak di dalam mengidentif ikasi
kebutuhan mereka.
Mediator akan menemui para pihak
sebelum sesi mediasi dilaksanakan uotuk
merekomendasikan bantuan profesioml dan
m€nbantu mercka mengidentifikasi tujum dan
konbibusi mereka dalam proses mediasi.
Sebalikn]", model mediasi mumi menolak ide
bahwa mediator harus menemui para pihak
sebelum proses mediasi dilaksanakan karena
kegialan itu akan menimbulkan hubmgan)'ang
kurang baik antara mediator dengan para
pihak, Model ini malah menyarankan mediator
uduk menghubungi para pihak melalui telpon
arau surat ,"ng dikirim melalui pos (Alyssa H.
Shenk.2001:194-195).
Ketiga adalah fase mediasi tu sendm
(tkediation iE sef),pada fase ini mediasi lebih
difokuskan pada dialog daripada pemenuhan
kesepakatarl pemberian restitusr,
memunculkan rasa empati dan pemahaman
antara korbatr dan pelaku. Fase ini dimular
dengan aturan Itrain yang harus diikuti kedua
belah pihak, kemudian dilanjutkan dedgan
pemberian kesempatan kepada korban mnrk
menceritakan kej ahatan yang menimpanya.
Setelah itu, pelakujuga diberi kesempatan
untuk merespon keluhan-keluhan korban,
menjelaskan mengapa kejahatan itu terjadi
sena meminra maaf. Pembicaraan mengenai
kerugian korban, kesepakatan repamsi yang
memuaskan kedua belah pihak merupakan
langkah boikutnya yang harus dijala.nkan oleh
mediator(Alyssa H. Shenk, 2001 :I 94-195).
Terakhir dari proses mediasi adalah fase
pelaksanaan hasif kesepa,latan (outward).
Pada fase inijika perjanjian telah disepakati
kedua belah pihak, baik pelaku maupun
korban, pelaku kejahatan dipantau untuk
memastikan bahwa perjanjian tersebut
dilakanakan tanpa pengurangan sedikit pun.
Pelaku harus dipastikan bahwa dia memanrhi
perjanjian yang telah disepakatinya dengan
korban (Russell E. Farblarz, 2008:367).
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Kelebihan dan Kelemahan Ziclrm
Olfender Mediation
Model VOM dengan empat ahap atau
fase pelaksanaannya tersebut memiliki
kelebihan tidak hanya bagi korban, tapijuga
bagi pelaku dan masyarakat. Bagi korban
model VOM menyembuhkan baik secara
emosi maupun psikis melalui pertemuan dan
komunikasi dengan pelaku. Korban juga
berhak menuntut restitusi kepada pelaku,
walaupun hal itu bukan merupakan tujuan
utama model ini. Selain itu, korban juga
diuntungkan dengan proses itu karena dapat
memaafl<an tindakan pelaku (lyssa WelJikofl
2004:7-8).
Bagi pelaku modelVOM memberikan
kelebihau, setidaknya dia mengakui bahwa
kej uj uran dan keadilan da lam proses mediali
memberikan respon posidf baginya, sehingga
pelaku merasa memiliki hubungan yang dekat
dengan korban. Dalam kontgk ini pengakuan
bersalah atas tindakannya terdahulu menjadi
hal yang mudah terjadi, karena kemauan
korban untuk mendengarkan penj elasarurya
atas tindakamya itu sudah menrpakan hal lang
positif baginya. Al<himya, eksistensi pelaku
tetap dihormati oleh korban. Semua itu tidak
ditemukan di dalam sistem peradilan pidana
(KatherineL. Joseph, 1996:212-213).
Model VOM juga mendatangkan
kclebihan (manfaat) bagi masyarakat karena
mereka dilibatkan secara langsung dalam
proses penyelesaian sengketa. Hal demikian
be$cda sama sekali dengan sistcm peradilan
pidana yang sejak awal menganggap bahwa
kejahataa yang dilakukan seseorang pada
dasamya merupakan kejahatan melawan
masyarakat sehingga negara, bukan korban
dan masyarakat, yang menjatuhkan hukuman
kepada pelaku. Program VOM yang
memasukkan para sukarelawan sebagai
mediatormeningkatkan partisipasi rnasyarakat
dalam proses pemdilan pidana. Mediasi yang
menghasilkan k€sepakatan berupa kega sosial
bagi pelaku secara langsung mengunhrngkan
masyamkat (Kadrerine L. Joseph, I 996:2 I 2-
2t3\.
Semua keuntungan atau kelebihan pada
model yict in-O:lfender Mediation pada
dasamya mengamh pada efek sistem pemdilan
pidana yang lebih humanis yang
memperhatikan kepentingan pelaku, korban
dan masyarakat (llyssa Wellikoff, 2004:5).
Selama ini sistem peradilan pidana kurang
memperhatikan eksistcnsi korban dan
masyarakat serta lebih mernfokuskan did pada
penjatuIBn hukuman kepada pelaku sehingga
konflik yang terjadi tetap tidak dapat
diselesaikan dan berlanjut secara
berkesinambrmg.an.
Di samping kelebihan tersebut, VOM
temyataJuga memiliki kelemahan sehingga
banyak kritik yang ditujukan kepadanya.
Perlama, lidak adanya atau kunngnya
panduan yang sczuai mtuk memastikan bahwa
proses mediasipenal bedalan secam efekif
dan memenuhi prinsip-prinsip etis. M isalnya,
kritik terhadap kurangnya pelatihar formal
kepada mediator dalam pm|1ik mediasi antara
pelaku dan korban.
Kegagalanuntukmembcrikanpclatihan
yang memadai akan menyebabkan tidak
jelasnya tujuan yang hendak dicapai dalam
mediasi, penunjukkan mediator yang tidak
sesuai dan kondisi para pihak yang tidak
senang dengan kehad,irannya. Keduu,
perlindungan yang kurarg mgmadai kepada
korban merupakan kelemahan lain model
mediasi Masarkan model VOM. Pada masa
la lu .  t idak  sed ik i r  korban menga lami
reviktimisasi (revi c tim izat io n) ketika
dihadapkan secara langsrmg dengan pelaku
kejahatan.
Mereka memiliki sensitif i tas dan
pemahaman yang tinggi ketika harus
dihadapkan d,en1an pelakn. Ketigu,
kedudukan yang tidak seimbang antard pelaku
dan korban menjadikan proses mediasi tidak
berlangsung dengan baik dan malah mengarah
kepada kecenderungan yang tidak efektif.
Mediasi hanya dapat dilaksanakan secara
e l 'ek l i f j r ka  kedua be lah  p ihak  memi l i k i
kedudukan yang scimbang (llyssa Wellikotr,
200419).
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Itr PENUTUP
Mediasi penal rnempakan penyelesaian
perkara pidana dengan memperlemukan
antara korban dengan pelaku kejahatan guna
menyelesaikan konflik yang mereka hadapi.
Pertemuan tersebut telah mengubah cara
pandang hukum pidana yang selama inr
positivistik ke arah hukum pidana yang
bumanisitik Penggunaan mediasi penal sebagal
salah satu penyelesaian perkara pidana paling
tidak akan mengurangi beban sistempemdilan
pidana, menguangi perasaan balas dendam
korban kepada pelaku, dan menciptakan
kembali hubungan yang hamonis di antara
keduanya.
Salah satu model mediasi penal adalah
yictitn offender nediation (VOM). Titik
tekan VOM adalah pada upaya untuk
memp€ltemukan ko6an dar pelaku kejahatan
dan rnenempatkan keduanya sebagai bagian
dari sistem peradilan pidana. Pelaku dan
korban sama-sama diberikan hak dan
kewajiban agar konflikyang mereka hadapi
dapat diselesaikan dengan keputusan yang
memuaskar sehingga situasi kembali berjalan
secara harmonis. Di dalam VOM terdapat
empat fase pelaksanaan mediasi, yaitu fase
masukan (1 ,  /a lc ) ,  kon f ron las l
(c o nfro n t a t i on), mediasi (m e d i a t i o n i t s I e n,
danpelaksanaanhasil kef.€|akat,')(outuan .
Sebagai model mediasi penal VOM juga
memiliki kelebiian dan kelemahan baik basi
korban, pelaku, rnasyarakat.
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